
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG IUR 
PROVINSI SUMA TERA SELA TAN 

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

NOMOR C. TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021-2026 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata cara Peru bahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa 
rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b . bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab 
Lematang Ilir Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 
melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab 
Lematang Ilir Tahun 2021-2026; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir 
di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana teiah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaclJ
Nomor 6402); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312) 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1419); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
288); 

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.n._ 
2020 Nomor 1781); -r 
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18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2019 Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran 
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab 
Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang 
Ilir Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab 
Lema tang Ilir Tahun 2017 Nomor 7); 

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penukal 
Abab Lematang Ilir Tahun 2018- 2038 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 
Tahun 2018 Nomor 1); 

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab 
Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 3). 

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab 
Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 4). d} 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB 

LEMATANG ILIR TAHUN 2021-2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Penukal Abab Lematang Ilir. 

3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

Lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir. 

6. Rencana Pembangunan 

selanjutnya disingkat 

Jangka Menengah Daerah yang 

RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 

tahun 2021-2026. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun yaitu tahun 2021-2026. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 1---

-
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10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. 

11. Sasaran adalab rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya tujuan, berupa basil pembangunan Daerab/ 

Perangkat Daerab yang diperoleb dari pencapaian basil 

(outcome) program Perangkat Daerah. 

12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu 

atau lebib kegiatan yang dilaksanakan oleb PD untuk 

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. 

13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 

dilaksanakan oleb Perangkat Daerah untuk menghasilkan 

keluaran (output) dalam rangka mencapai basil (outcome) 

suatu program. 

14. Sub Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan 

yang dilaksanakan oleb Perangkat Daerab untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai 

basil (outcome) suatu kegiatan. 

15. Urusan Pemerintaban Wajib adalab Urusan Pemerintaban 

yang wajib diselenggarakan oleb semua Daerah. 

16. Urusan Pemerintahan Pilihan adalahUrusan Pemerintaban 

yang wajib diselenggarakan oleb Daerab sesuai dengan 

potensi yang dimiliki Daerab. 

BAB II 

RENSTRAPERANGKATDAERAH 

Pasal 2 

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan Penjabaran dari 

RPJMD. 

(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, 

program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam 

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib 

dan/ a tau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan 

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun 

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. '}-
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(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam 

menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan 

sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. 

Pasal 3 

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas Renstra Perangkat Daerah sebagai 

berikut: 

a. Sekretariat Daerah 

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

c. Inspektorat Daerah 

d. Dinas Pendidikan 

e. Dinas Kesehatan 

f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

h. Dinas Sosial 

i. 

j. 

k. 

I. 

m. 

n. 

0. 

p. 

q. 

r. 

s. 

t. 

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Satuan Polisi Pamong Praja 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

Dinas Perikanan 

Dinas Pertanian 

Dinas Ketahanan Pangan 

Dinas Lingkungan Hidup 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Dinas Perhubungan 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan iH..... 

Persandian • (J 

' : 
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u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

v. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

w. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

z. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

bb. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

dd. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

ee. Badan Pendapatan Daerah 

ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

gg. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

hh. Kecamatan Talang Ubi 

11. Kecamatan Tanah Abang 

jj. Kecamatan Penukal 

kk. Kecamatan Abab 

11. Kecamatan Penukal Utara 

mm. RSUD Talang Ubi 

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII 

PENDAHULUAN 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT 

DAERAH 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

TUJUAN DAN SASARAN 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

SERTA PENDANAAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG 

URUSAN d}-
PENUTUP 
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BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENTRA 
PERANGKAT DAERAH 

Pasal 4 

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan 

evaluasi terbadap pelaksanaan Renstra Perangkat 

Daerah. 

(2) Dalam bal evaluasi dari basil pengendalian dan evaluasi 

ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 

kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan 

perbaikan/ penyempurnaan. 

(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan basil 

pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah 

kepada Bupati melalui kepala Bappeda. 

(4) Kepala Bappeda menggunakan laporan basil 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra 

Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 

RPJMD. 

(5) Dalam bal evaluasi terbadap laporan basil pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerab 

ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 

Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan 

rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk 

ditindaklanjuti oleb kepala Perangkat Daerah. 

(6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan basil tindak 

lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati 

melalui kepala Bappeda. d}-
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BAB IV 

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 5 

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara 
bersamaan dengan Perubahan RPJMD. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang 

Ilir. 

Ditetapkan di Talang Ubi 

pada tanggal ~ - OAtvVAP-1 2023 1 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 12 
~ 

~{ HERI AMALINDO 

Diundangkan di Talang Ubi 

pada tanggal ~ O'\lvv"'IILJ 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

~ { KABUPATEN PENU TANG ILIR, 

KARTIKA YANTI 

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023 

NOMOR '1 



Kepada Yth 

Dari 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

PEMERINT AH KABUPA TEN PENUKAL ABAD LEMA TANG ILIR 

SEKRETARIATDAERAH 
Jin. Merdeka Talang Ubi, Penukal Ahab Lematang Dir 

NOTADINAS 

: Bupati Penukal Ahab Lematang llir 
Melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
Abab Lematang llir 

: Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal 
Ahab Lematang Ilir 

: 180/ lof /HK-IJl/2023 
: Biasa 
: 1 (satu) berkas 
: Peraturan Bupati Penukal Ahab Lematang Ilir 

Disampaikan Usulan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir Tahun 2021-2026 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (Peraturan ini 
ditetapkan pada tahun 2022) 

Telah dikoreksi kebenarannya, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon 
untuk ditanda tangani terima kasih. 

Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM 
SET KAB. PE KAL ABAB LEMATANG ILIR, 

a 
NIP 1970080819 3031006 

·, 
., . 



Kepada 

Dari 

Tanggal 
Nemer 
Lampiran 
Perihal 

PEMERINT AH KABUP A TEN PENUKAL ABAB LEMA TANG ILIR 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, 
Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos : 31211 

NOTA DINAS 

Yth.Bupati Penukal Abab Lematang llir 
c.q.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab 

Lematang llir 
Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 

2 I{ Januari 2023 
050/ I t.io /Bappeda-II/2023 
1 (satu) lampiran 
Mehen Penandatanganan 

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Peraturan Bupati Penukal 

Abab Lematang llir tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kabupaten Penukal Abab Lematang llir Tahun 2021-2026 yang telah 

dilakukan Perbaikan sesuai dengan Surat Gubernur Previnsi Sumatera 

Selatan Nemer 188.342/4758/ll.2022 Tanggal 30 Desember 2022 Perihal 

Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang llir 

(sebagaimana tertampir) . Apabila sudah berkesesuaian, dimehen kiranya 

Bapak dapat berkenan menandatanganinya. 

Demikian disampaikan atas perkenan Bapak diucapkan terima 

kasih. 

« 

~ 

K a dan Perencanaan Pembangunan Daerah 
al Abab Lematang llir, 

,SP.,MM 

2005011016 


